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Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya ajukan dengan 
 
judul : “Mekanisme Pungutan Negara Dari Sektor Cukai Hasil Tembakau 
Serta Pengendalian Pencegahan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal diKPPBC 
TMPC Tegal” adalah hasil karya sendiri, karena itu pertanggungjawabannya 
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Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal dan selaku Dosen 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Pembangunan Nasional yang telah dan akan terus dilaksanakan untuk 
Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945 telah mengakibatkan tidak saja kehidupan ekonomi sosial 
 
yang lebih baik bagi seluruh Rakyat Indonesia, tetapi juga menimbulkan 
dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi di segala bidang 
 
kehidupan masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut yaitu 
perlu dilakukan pembangunan nasional secara merata di Indonesia yang 
mengakibatkan pemerintah dihadapkan pada berbagai masalah salah satunya 
dalam hal penyediaan sumber pembiayaan untuk pembangunan negara. 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang 
keuangan Negara pada pasal 11 point 3 bahwa pendapatan Negara terdiri atas 
penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. 
 
Mengenai hal tersebut Indonesia memiliki sebuah lembaga yang 
berperan penting dalam pembangunan nasional yaitu Direktorat Jendral Bea 
dan Cukai (DJBC). Sesuai dengan misi DJBC (Direktorat Jendral Bea dan 
Cukai) yaitu mengoptimalkan penerimaan negara di sektor 
 











Belanja Negara) Indonesia, penerimaan cukai memiliki peranan yang sangat 
penting dan potensi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan 
Negara untuk pembangunan. 
 
Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang 
tertentu yang mempunyai sifat dan atau karakteristik yang konsumsinya perlu 
dikendalikan, peredarannya perlu di awasi, pemakainnya dapat menimbulkan 
dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakainnya 
perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan 
(terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah dan/atau bernilai 
tinggi) dikenai cukai (Sugianto, 2008). Cukai dipungut secara tidak langsung 
kepada konsumen yang memiliki objek cukai. Objek cukai saat ini adalah etil 
alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun dan 
hasil tembakau hal ini sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2007. 
 
Pertimbangan hanya mengenakan tiga objek cukai tersebut, bersifat 
untuk sementara waktu. Undang-undang cukai memberi kesempatan DJBC 
untuk menemukan dan mengembangkan barang yang berpotensi menjadi 
objek cukai. Indonesia hanya mempunyai tiga objek cukai dan dimasukan 
kedalam Negara yang “extremely narrow.” Dengan kata lain, penerimaan 
disektor cukai belum dimaksimalkan. Namun dari tiga barang kena cukai 
tersebut, BKC hasil tembakau merupakan primadona dari penerimaan BKC 
secara keseluruhan. sekitar 92% hingga 96% cukai hasil tembakau memegang 








Menjalankan usaha dari bidang hasil tembakau bisa dikatakan akan 
sangat menjajikan. Tetapi, terlepas dari potensi tersebut, masih banyak 
masyarakat yang belum mengerti cara memperoleh pita cukai yang merupakan 
dokumen sekuriti negara, selain sebagai bukti pelunasan pita cukai juga 
sebagai alat pengawasan, dimana dari produksi hasil tembakau yang banyak 
beredar rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati 
oleh pita cukai, atau yang disebut dengan rokok illegal, serta untuk jenis 
rokoknya mereka belum paham masuk golongan mana, dan permohonan 
penetapan harga jual eceran masyarakat banyak yang belum mengerti dengan 
tata caranya. 
 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul “Mekanisme 
Pungutan Negara Dari Sektor Cukai Hasil tembakau serta Pengendalian 







B. Ruang Lingkup Pembahasan 
 
Ruang lingkup Pembahasan yang akan dibahas dalam penulisan laporan 
dengan judul “Mekanisme Pungutan Negara Dari Sektor Cukai Hasil 
Tembakau serta Pengendalian Pencegahan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal 
diKPPBC TMP C Tegal” adalah sebagai berikut: 
 
1. Bagaimana mekanisme pungutan Negara dari sektor cukai hasil tembakau 








2. Bagaimana pengendalian pencegahan terhadap peredaran rokok illegal di 
KPPBC TMP C Tegal? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
 
1. Tujuan Penulisan 
 
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Laporan Tugas 
Akhir ini adalah untuk mengetahui: 
 
a. Mekanisme pungutan Negara dari sektor cukai hasil tembakau di 
KPPBC TMP C Tegal. 
 
b. Pengendalian pencegahan terhadap peredaran rokok illegal 
diKPPBC TMP C Tegal. 
 
2. Manfaat Penulisan 
a. Bagi Penulis 
 
Untuk menambah dan memperluas wawasan dan ilmu 
pengetahuan tentang cukai, khususnya tentang cukai hasil tembakau. 
 
b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 
 
Sebagai bahan referensi yang diharapkan bermanfaat dan 
berguna bagi para staf pengajar dan mahasiswa Universitas 
Pancasakti Tegal pada umumnya serta mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Program Studi Manajemen Perpajakan pada khususnya. 
 
c. Bagi KPPBC TMP C Tegal 
 
Sebagai bahan masukan dan informasi pelengkap untuk 








digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal 
yang berkaitan dengan cukai hasil tembakau. 
 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Lokasi Penelitian 
 
Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal Jl. Sumbawa No.2 
Tegal Jawa Tengah. 
 
2. Waktu Penelitian 
 
Penelitian akan dilaksanakan terhitung dari tanggal 20 Januari 
2020 sampai dengan Mei 2020. 
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
 
Untuk mendapatkan data-data, keterangan dan informasi yang 
diperlukan dalam penelitian ini, maka metode yang akan digunakan adalah 
sebagai berikut: 
 
a. Wawancara / Interview 
 
Pencarian data dilakukan dengan wawancara dan tanya jawab 
secara langsung dengan meminta penjelasan dan keterangan dari pihak 
yang berkompeten di KPPBC TMP C Tegal untuk mendapatkan data 













Pencarian data dilakukan dengan cara peneliti mengadakan 
pengamatan secara langsung terhadap objek yang hendak diteliti di 
KPPBC TMP C Tegal untuk mendapatkan data dan informasi yang 
diperlukan. 
 
c. Studi Pustaka 
 
Pencarian data dilakukan dengan mengambil data dari buku-buku 
bacaan, Keputusan Menteri Keuangan, Undang – undang dan lain – 
lain yang dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam penyusunan 




Pencarian data kegiatan mengumpulkan data dan mencari 
informasi dengan membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh 
dari instansi, diantaranya tentang Permohonan Penyediaan Pita Cukai 








GAMBARAN UMUM KANTOR PENGAWASAN 





A. Sejarah Singkat, Berdirinya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal 
 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 
Tegal didirikan pada tanggal 1 Februari 1969 oleh Direktorat Jendral Bea dan 
Cukai ditandai dengan peletakan batu pertama. Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal saat itu masih bernama 
Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tegal. Wilayah operasi Kantor Inspeksi Bea 
dan Cukai Tegal meliputi Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten 
Pemalang, yang saat itu Tegal belum menjadi kotamadya. 
 
Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 32/KMK.01/1998 
tanggal 4 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral 
Bea dan Cukai pada tanggal 4 Februari 1998 Kantor Inspeksi Bea dan Cukai 
Tegal berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Tegal. 
Kemudian akibat dari banyaknya kecurangan dan pemalsuan tentang cukai, 
pada tanggal 27 juni 2007 Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C tegal 
berganti nama lagi menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe B Tegal berdasarkan peraturan Menteri Nomor 68/PMK.01/2012 tentang 











Seiring berjalannya waktu pada tanggal 6 November 2012 Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Tegal berganti nama 
menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama 
Tegal. Dan kemudian pada tanggal 6 Desember 2016 Kantor pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Tegal berganti nama lagi menjadi 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 
Tegal berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Bea dan Cukai. 
 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 
Tegal beralamat di Jl. Sumbawa No. 2 Tegal dipimpin oleh seorang kepala 
kantor dan membawahi beberapa staf yang terdiri dari: 
 
1. Subbagian Umum 
 
2. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
 
3. Seksi perbendaharaan 
 
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis 
 
5. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan 
 
6. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 
Tegal tidak hanya melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pelayanan saja, 
tetapi juga melaksanakan dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan tugas dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan 








dan pelayanan adminitrasi kepada masyarakat luas, terutama bagi para wajib 
 
bea dan cukai. 
 
Adapun ruang lingkup wilayah kerjanya adalah: 
 
GAMBAR 2.1 :  
RUANG LINGKUP WILAYAH KERJA KANTOR PENGAWASAN DAN 




KPPBC TMP C Tegal: 
(7 Kabupaten dan 
Kota yang terdiri dari 
91 Kecamatan):  
1. Kabupaten  
Brebes 












7. Kabupaten  
Batang  
Luas Wilayah : 
 
5.486,95 km2 (17% 
dari luas wilayah 








Adapun para pengguna jasa yang ada terdaftar di Kantor Pengawasan dan 
 
Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal yaitu: 
 
TABEL 2.1 :  
PENGGUNA JASA/STAKE HOLDER BEA CUKAI TEGAL 




   
NAMA PERUSAHAAN 
   
JENIS KEGIATAN 
   
LOKASI 
  
           
                 
                 
             
             
  1    PT. Bintang Indokarya Gemilang   PKB merangkap PDKB   Kabupaten Brebes   
                 
                 
             
  2    PT. Daiwabo Garment Indonesia   PKB merangkap PDKB   Kabupaten Pemalang   
                 
                 
             
  3    PT. Kenlee Indonesia   PKB merangkap PDKB   Kabupaten Tegal   
                 
                 
  
4 
   
PT. SAS Kreasindo Utama 
   
PKB merangkap PDKB 
   
Kabupaten Tegal 
  
           
                 
                 
             
  5    PT. Yeon Heung Mega Sari   PKB merangkap PDKB   Kabupaten Brebes   
                 
                 
             
  6    PT . Bahana Bhumipala Persada   PKB merangkap PDKB   Kabupaten Batang   
                 
                 
                
  
7 
   PT. Mulia Jaya Sejahtera abadi    
PKB merangkap PDKB 
   
Kota Pekalongan 
  
     
Textile 
        
                
                 
             
  8    PT. Sengon Indah Mas   PKB merangkap PDKB   Kabupaten Batang   
                 
                 
  
9 
   
PT. Delta Dunia Tekstil 
   
PKB merangkap PDKB 
   
Kabupaten Pemalang 
  
           
                 
                 
             
  10    PT. SAI Garment   PKB merangkap PDKB   Kabupaten Tegal   
                 
                 
             
  11    PT. Selim   PKB merangkap PDKB   Kabupaten Brebes   
                 










   
PT. Daehan 
   
PKB merangkap PDKB 
   
Kabupaten Brebes 
  
          
                 
                 
             
  13   PT Philips Seafood   PKB merangkap PDKB   Kabupaten Pemalang   
                 
                 
  
14 
   
PT. Cahaya Timur 
   
PKB merangkap PDKB 
   
Kabupaten Pemalang 
  
          
                 
                 
             
  15   PT. Kido Mulia Indonesia   PKB merangkap PDKB   Kabupaten Brebes   
                 
                  
 
 
TABEL 2.2 :  
PENGGUNA JASA/STAKE HOLDER BEA CUKAI TEGAL (KAWASAN 




    
NAMA PERUSAHAAN 
   
STATUS 
   
LOKASI 
   
             
                      
                      
                
  
1 
    
PT Bhimasena Power Indonesia 
   
Kawasan Pabean 
   
Kabupaten Batang 
   
            
                      
                      
                  
  2    PT Bhimasena Power Indonesia   TPS   Kabupaten Batang    
                      
                      
                    
                     
  NO    NAMA PERUSAHAAN    HASIL PRODUKSI   JENIS KEGIATAN    LOKASI  
                      
                      
                      
                      
  
1 
   
PT. Raveena Batik Garmenindo 




   Kota  
               Pekalongan                      
                      
                      
                      
                 
                   
  NO    NAMA PERUSAHAAN    JENIS KEGIATAN   LOKASI    
                      
                      
                      
                      
  
1 




   
      International                               
                      
                      








TABEL 2.3 :  
PENGGUNA JASA/ StTAKE HOLDER BEA CUKAI TEGAL (PENGUSAHA 





   
JENIS KEGIATAN 
    
NAMA 
   
NPPBKC 
   
LOKASI 
 
                
              
                     
                     
                  
                  
         1. PT.HM.Sampoerna.Tbk   0610.1.3.0234    Kabupaten Tegal  
  
1 
   Pengusaha Pabrik    2. PT.HM.Sampoerna    0602.1.3.0234    Kabupaten Batang  
     Hasil Tembakau    3. PT.HM.Sampoerna    0602.1.3.0234    Kota Pekalongan                  
          4. PT.Gudang Garam    0610.1.3.5007    Kabupaten Brebes  
                     
                     
                    
  
2 
   Tempat    
1. CV. Budiarta 
   
0610.3.1.1002 
   
Kabupaten Tegal 
 
     Penyimpanan EA                               
                     
                    
  
3 
  Tempat Penjualan    
1. CV. Budiarta 
  
0610.4.1..001 
   
Kabupaten Tegal 
 
     Eceran EA                               
                     
                     
  
4 
   
Tempat 
   
1. CV. Budiarta 
   
0610.3.1.1002 
   
Kabupaten Tegal 
 
               
     Penyimpanan EA                               
                     
                 
          
PT. Perintis Karya Sentosa 
  
0610.5.2.1004 
   
Kabupaten Tegal 
 
               
          CV.Sumber Pelita Mataram   0610.5.2.1005    Kabupaten Tegal  
          CV.Sinar Perkasa   0610.5.2.1001    Kabupaten Tegal  
          PT. Ayo Maju Bersama   0610.5.2.1007    Kota Tegal  
          PT. Ayo Maju Bersama   0610.5.2.1012    Kota Tegal  
          CV. Tiga Srikandi   0610.5.2.1009    Kota Tegal  
      
Distributor / 
   Toko Arman   0610.5.2.1008    Kota Tegal  
  5       Lo Sam Tjong   0610.5.2.1006    Kabupaten Tegal       Penyalur MMEA                   Toko Kombinasi   0610.5.2.1010    Kabupaten Tegal                  
          Toko Cempaka   0610.5.2.1011    Kabupaten  
          Toko Depot Es Baru   0602.5.2.1001    Pemalang  
          Toko Surti   0610.5.2.1013    Kabupaten  
         . Toko Ratu Wangi   0610.4.1.1002    Pekalongan  
         . UD.Punya   0610.5.2.1011    Kabupaten  
        . Toko Candra   0610.5.2.1012    Pekalongan  
                     
 
6 Tempat Penjualan rlita International Hotel 0610.4.2.1001 Kota Tegal 








B.  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  dan  Tata  Kerja  Kantor  Pengawasan  dan 
 
Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri nomor 188/PMK.01/2016 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Bea dan Cukai di 
uraikan dibawah ini. 
 
1. Kedudukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang 
 
selanjutnya dalam Peraturan Menteri Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Bea dan Cukai 
disebut Kantor Pengawasan dan Pelayanan merupakan Instansi Vertikal 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 
Kantor Wilayah. Kantor Pengawasan dan Pelayanan dipimpin oleh 
seorang Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan. 
 
2. Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C 
 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas pengawasan 
dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
 
3. Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C 
 
a. pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai. 
 









c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, 
dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai. 
 
d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang 
kepabeanan dan cukai. 
 
e. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai. 
 
f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan 
kepabeanan dan cukai. 
 
g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan 
senjata api. 
 
h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja. 
 
i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan. 
 
4. Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayan Bea dan Cukai TMP C 
 
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi 
instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan instansi Vertikal 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta dengan instansi lain di luar 









Setiap pimpinan satuan organisasi harus melaksanakan 
pengawasan melekat/ mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-
masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, bertanggung jawab memimpin dan 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 
 
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
 
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan 
wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang 
secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 
 
Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari 
bawahan harus diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan. 
 
Para Kepala Bidang/Bagian pada Kepala Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah atau 
Kepala Kantor Pelayanan Utama. 
 
Para Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan 








Kepala  Subbagian  Umum  menampung  serta  menyusun  laporan 
 





C. Bagan Organisasi dan Pejabat Struktural Kantor  Pengawasan dan 
 
Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal 
 
Untuk memudahkan dalam pelayanan kerja memerlukan struktur 
organisasi. Hal ini agar pimpinan tidak melaksanakan semua tugas sendiri, 
karna bagaimanapun pimpinan hanyalah orang biasa yg juga mempunyai 
kemampuan terbatas. 
 
Struktur organisasi dalam Direktorat Bea dan Cukai telah diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
TMP C Tegal meliputi bagian: 
 
1. Subbagian Umum 
 
2. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
 
3. Seksi Perbendaharaan 
 
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis 
 
5. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan ; dan 
 











































Sumber : Peraturan Menkeu NO 188/PMK.01/206  
GAMBAR 2.2 :  
BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN 





Pejabat Struktural Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai TMP C Tegal 
 
1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan : Nico Budi Dharma 
 
Bea dan Cukai TMP C Tegal 
 



















: R. Sriwijayatmo 
 
Kaur Rumah Tangga 
 
: Nur Kamal 
 




: Gatut Susatya Aji 
 




Kasubsi Penyidikan dan BHP 
 
: Johan Rahmansyah 
 




Kasubsi Administrasi MPJ 
 
: Teguh Santosa 
 




5. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan 
 
: I Ketut Ardika J 
 
Cukai dan Dukungan Teknis 
 
Kasubsi Hanggar I 
 
: Siwi Sudarsono 
 
Kasubsi Hanggar II 
 
: Dwi Wahyu Handoko 
 
Kasubsi Pengolah Data dan Administrasi 
 




6. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan 
 




Kasubsi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas 
 
: Nuning Yusnika S 
 










D. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Seksi pada Kantor Pengawasan dan 
 
Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal 
 
Berdasarlan Peraturan Menteri Nomor 188/PMK.01/2016 tugas fungsi 
masing-masing bagian yang ada dalam Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai TMP C Tegal antara lain: 
 
1. Kepala Kantor 
 
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C 
merupakan jabatan struktural eselon III.b atau merupakan jabatan 
administrator. Secara Kepangkatan personelnya berpangkat pembina atau 
penata yang sudah mumpuni. 
 
2. Subbagian Umum 
 
Subbagian Umum mempunyai tugas urusan tata usaha, 
administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan 
melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa 
Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup 
tugas jabatan fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan 
keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean C yang bersangkutan. 
 
Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Umum 
menyelenggarakan fungsi: 
 









b. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan 
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lain 
sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang 
bersangkutan, dan 
 
c. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta 
rumah tangga dan perlengkapan. 
 
Subbagian Umum terdiri atas: 
 
a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian 
 
Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas 
melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan 
pengembangan pegawai, serta memfasilitasi dan melakukan 
pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan 
Cukai dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas 
jabatan fungsional yang bersangkutan. 
 
b. Urusan Keuangan 
 
Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan 
keuangan dan anggaran. 
 
c. Urusan Rumah Tangga 
 
Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan 








3. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
 
Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan 
intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, 
melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, 
dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana 
komunikasi, dan senjata api. 
 
Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Penindakan dan Penyidikan 
menyelenggarakan fungsi: 
 
a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi 
dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. 
 
b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. 
 
c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan 
cukai. 
 
d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. 
 
e. pemeriksaan sarana pengangkut. 
 
f. pengawasan pembongkaran barang. 
 
g. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda 
administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda 









h. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang 
bukti. 
 
i. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan 
kepabeanan dan cukai. 
 
j. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang 
kepabeanan dan cukai, dan 
 
k. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operas1 , sarana 
komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean C. 
 
Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas: 
 
a. Subseksi Intelijen 
 
Subseksi Intelijen mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, 
penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, melakukan 
analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan 
pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lain 
serta melakukan pengelolaan pangkalan data intelijen. 
 
b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi 
 
Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi tugas melakukan 
pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi 
pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan 








pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C. 
 
c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan 
 
Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai 
tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan 
cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda 
administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda 
administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang-
undangan, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan 
penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan 
melakukan pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-
undangan, serta melakukan penatausahaan dan pengurusan barang 
hasil penindakan dan barang bukti. 
 
 
4. Seksi Perbendaharaan 
 
Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan 
dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan 
negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan melakukan pelayanan kepabeanan 








Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perbendaharaan 
menyelenggarakan fungsi: 
 
a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda 
administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan 
negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 
 
b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan 
penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa 
Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding 
serta jaminan lain sesuai peraturan perundangundangan. 
 
c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan 
dan pengembalian pita cukai. 
 
d. penagihan dan pegadministrasian pengembalian bea masuk, bea 
keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan 
pabean, pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta 
pengadministrasian dan penyelesaian premi. 
 
e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan 
pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, 
sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai 
peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea 








f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta 
administrasi pelelangan. 
 
g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor 
kendaraan bermotor. 
 
h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, 
dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
 
i. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut 
dan jadwal kedatangan sarana pengangkut. 
 
j. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian 
manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta 
pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang. 
 
k. penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan 
dokumen sarana pengangkut. 
 
Seksi Perbendaharaan terdiri atas: 
 
a. Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan 
 
Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan 
mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, 
penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana 
pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifes, 
penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana 








penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen 
pemberitahuan pengangkutan barang, melakukan penghitungan 
keterlambatan denda administrasi penyerahan dokumen terhadap 
sarana pengangkut, melakukan pengadministrasian penerimaan bea 
masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat 
penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai peraturan 
perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai, melakukan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan 
pengurusan permintaan pita cukai, melakukan pengadministrasian dan 
penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, dan 
menyajikan laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, 
cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundangundangan 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta memberikan 
pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan 
pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan 
jaminan penangguhan bea masuk, Jaminan Pengusaha Pengurusan 
Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan 
banding serta jaminan lain sesuai peraturan peundang-undangan. 
 
b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian 
 
Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai 
tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea 








Pabean dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-
undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 
melakukan penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat 
paksa, penyitaan dan pengadministrasian proses pelelangan, dan 
melakukan pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta 
melakukan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, 
cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean, 
pita cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-
undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
 
5. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis. 
 
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Tenis 
mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan 
teknis di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pengoperasian 
komputer dan sarana penunjang, melakukan pengelolaan dan penyimpanan 
data dan berkas (file), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi 
data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, 
melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan 
cukai. 
 
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Seksi  Pelayanan  Kepabeanan  dan 
 
Cukai dan Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi: 
 








b. penelitian pemberitahuan dokumen cukai, peminjaman dibidang 
ekspor 
 
c. pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan 
pengoperasian sarana deteksi. 
 
d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea 
keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran 
penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor 
dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
 
e. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai 
pabean. 
 
f. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan 
pabean. 
 
g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat 
Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 
 
h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan 
barang ekspor ke sarana pengangkut. 
 
i. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai. 
 
j. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai. 
 
k. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan 








l. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar 
barang kena cukai. 
 
m. pengelolaan tempat penimbunan pabean. 
 
n. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di 
Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 
 
o. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik 
Negara. 
 
p. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 
barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik Negara. 
 
q. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik 
negara dan atau busuk. 
 
r. pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan 
penyimpanan data dan berkas (file). 
 
s. pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data 
elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian 
data kepabeanan dan cukai. 
 
t. melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai. 
 
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis terdiri atas: 
 








Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas 
melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana 
pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penerimaan, 
pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan 
keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan 
pengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadap 
keterlambatan pengangkut, penyerahan dokumen sarana melakukan 
pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, melakukan 
penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, melakukan pemeriksaan 
dan pencacahan barang, melakukan pemeriksaan badan dan 
pengoperasian sarana deteksi, melakukan penelitian pemberitahuan 
klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan 
fasilitas 1mpor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, 
bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor serta pungutan 
negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penetapan klasifikasi 
barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, melakukan 
pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan 
pabean, melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang 
di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, 
melakukan pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan 








pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean, melakukan penatausahaan 
penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat 
Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, melakukan 
urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang 
yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, 
melakukan penyiapan proses pelelangan atas barang yang dinyatakan 
tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi 
milik negara, melakukan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik 
negara dan atau busuk, memberikan fasilitas dan perijinan di bidang 
cukai, melakukan penatausahaan dan penelitian pemberitahuan 
dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian 
kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara yang sesuai 
peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai, melakukan pembukuan dokumen cukai, melakukan 
pemusnahan dan penukaran pita cukai, dan melakukan pemeriksaan 
Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang 
berhubungan dengan barang kena cukai, serta melakukan pengawasan 
dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta 
melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian 








b. Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen 
 
Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen melakukan 
tugas pengoperasian komputer dan sarana penunjang, melakukan 
pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan 
pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data 
elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, menyajikan data 
kepabeanan dan cukai, serta melakukan penerimaan, penelitian 
kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. 
 
6. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. 
 
Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas 
melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian 
intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, 
investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan 
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil 
pengawasan, melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, 
serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan 
kantor pengawasan dan memberikan pelayanan serta bimbingan 









Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kepatuhan Internal dan 
 
Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: 
 
a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan 
cukai. 
 
b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi. 
 
c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan 
di bidang kepabeanan dan cukai. 
 
d. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, 
pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, dan 
upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap 
kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C. 
 
e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan 
perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C. 
 
f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di 
lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean C. 
 
g. penyuluhan dan publikasi peraturan perundangundangan di bidang 
kepabeanan dan cukai. 
 
h. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. 
 








j. konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi 
Kepatuhan Internal dan Penyuluhan terdiri atas: 
a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas 
 
Subseki Kepatuhan dan Penyuluhan mempunyai tugas 
melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian 
intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, 
investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan 
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil 
pengawasan, melakukan penyiapan bahan rekomendasi perbaikan 
proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan 
administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana 
di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pelaporan dan 
pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan 
fungsional dan pengawasan masyarakat, serta melakukan penyusunan 
rencana kerja dan laporan akuntabilitas. 
 
b. Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi 
 
Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas 
melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan 
di bidang kepabeanan dan cukai dan melakukan pelayanan informasi, 
bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa dibidang 








7. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional 
terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya. Masing-masing 
kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga 
fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi. Jumlah tenaga 
fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan 













A. Tinjauan Teori 
 
1. Pengertian Pungutan Negara 
 
Pungutan atau Pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah Proses, cara, perbuatan, memungut atau mengambil’’ (2008: 86). 
 
Sedangkan untuk pungutan Negara atau yang sering disebut 
pungutan resmi menurut melan Rahmat adalah iuran yang dibayar karna 
wajib pajak telah menerima jasa atau pelayanan dari pemerintah, baik 
secara langsung dan tidak langsung. Salah satu pungutan Negara adalah 
Cukai. 
 
Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahawa 
pungutan Negara adalah proses, cara, perbuatan memungut, mengambil 
dalam hal ini adalah Cukai hasil tembakau. 
 
 
2. Pengertian Cukai 
 
Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-
barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang 
konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, 
pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi massyarakat atau 










demi keadilan dan keseimbangan (terhadap barang yang dikategorikan 
sebagai barang mewah dan/atau bernilai tinggi) dikenai cukai (Sugianto, 
2008). Cukai dipungut secara tidak langsung kepada konsumen yang 
memiliki objek cukai. Sesuai dengan undang-undang nomor 39 Tahun 
2007 0bjek cukai saat ini yaitu: 
 
a. Etil alkohol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan 
proses pembuatannya. yang dimaksud dengan "etil alkohol atau 
etanol" adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan 
senyawa organic dengan rumus kimia C2H5OH, yang diperoleh baik 
secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa 
kimiawi. "minuman yang mengandung etil alkohol" adalah semua 
barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil 
alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau 
cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky. 
 
 
b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, 
dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses 
pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. 
 
Yang dimaksud denga “koensentrat yang mengandung etil alkoho” 
adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai 
bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang 








c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau 
iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak 
mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan 
pembantu dalam pembuatannya. 
 
 
3. Pengertian Cukai Hasil Tembakau 
 
Cukai Hasil Tembakau adalah pungutan Negara yang dikenakan 
terhadap hasil-hasil dari pengelolahan tembakau. Adapun untuk jenisnya 
Berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 1995 tentang cukai menjelaskan bahwa jenis-jenis cukai hasil 
tembakau yang dimaksud adalah: 
 
a. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembaka ranjangan 
yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa 
mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang 
digunakan dalam pembuatannya. 
 
b. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret 
yang dalam pemnbuatannya dicampur dengan cengkih, atau 
bagiannya, baik asli mauapun tiruan tanpa memperhatikan 
jumlahnya yang dalam pemnbuatannya mulai dari pelintingan, 








penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya 
atau sebagian menggunakan mesin. 
 
c. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret 
yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, 
kelembak atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari 
pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan 
untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, 
seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin. 
 
d. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah 
sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau 
bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya 
yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, 
pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan 
pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin. 
 
e. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SKTF 
adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih 
atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan 
jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, 
pemasanga filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan 









f. Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT adalah 
 sigaret  yang dalam pembuatannya tanpa  dicampuri dengan 
 cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses 
 pembuatannya  mulai dari pelintingan.     
g. Sigaret  Kelembak  Kemenyan  yang  selanjutnya disebut KLM 
 adalah  Sigaret  yang  dalam  pembuatannya  dicampur dengan 
 kelembak dan   atau   kemenyan   asli maupun tiruan tanpa 
 memperhatikan jumlahnya.      
 
h. Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tenmbakau yang 
dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, 
dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk 
dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu 
yang digunakan dalam pembuatannya. 
 
i. Rokok Daun atau klobot yang disebut KLB adalah  hasil  tembakau 
 
yang  dibuat  dengan  daun  nipah,  daun jagung (klobot), atau 
sejenisnya,   dengan   cara   dilinting, untuk dipakai, tanpa 
mengindahkan   bahan   pengganti   atau bahan pembantu yang 
digunakan dalam pembuatannya.    
 
j. Tembakau  Iris  atau  yang  selanjutnya  disebut  TIS  adalah  hasil 
 





dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu 








k. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disiiigkat 
HPTL adalah Hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain 
yang disebut dalam angka 4 sampai dengan 13 yang dibuat secara 
lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, 
tanpa mengindahkan bahan pengganti atau pembantu 
 
yang  digunakan dalam  pembuatannya. 
 
TABEL 3.4 :  




PENGUSAHA PABRIK Batasan Jumlah Produksi Pabrik 




    
 
SKM 
I Lebih dari 3 milyar batang 
   
 
II Tidak lebih dari 3 milyar batang   
    
 
SPM 
I Lebih dari 3 milyar batang 
   
 
II Tidak lebih dari 3 milyar batang   
    
  I Lebih dari 2 milyar batang 
    
 
SKT / SPT II 
Lebih dari 500 juta batang tetapi 
 
tidak lebih dari 2 milyar batang    
  III Tidak Lebih dari 500 juta batang 
 
SKTF atau  SPTF 
Tanpa 
Tanpa batasan jumlah produksi  




Tanpa batasan jumlah produksi  
golongan    
    
 
KLM atau KLB 
Tanpa 
Tanpa batasan jumlah produksi  




Tanpa batasan jumlah produksi  




Tanpa batasan jumlah produksi  
golongan    








4. Objek dan Subjek Cukai Hasil Tembakau 
 
Berdasarkan Undang–undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2007 bahwa objek cukai hasil tembakau adalah hasil-hasil dari tembakau 
yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil 
tembakau lainnya. Sedangkan untuk subjeknya adalah Pengusaha Pabrik 
Hasil Tembakau dan Importir Hasil Tembakau. 
 
5. Harga Dasar serta Tarif Cukai dan Batasan Harga Jual Eceran 
a. Harga Dasar Cukai 
 
Pada pasal 6 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang 
cukai Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
cukai memberikan pengertian tentang Harga Dasar Cukai yaitu 
sebagai berikut : 
 
‘’Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang 
kena cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia adalah Harga Jual Pabrik 
atau Harga jual eceran (HJE).’’ 
 
Dengan penjelasan pada pasal 6 yaitu sebagai berikut ; 
 
1) Harga Jual Pabrik adalah Harga penyerahan pabrik kepada 
penyalur atau konsumen yang didalamnya belum termasuk 
cukai. Harga Jual Pabrik merupakan harga penawaran BKC 








produk BKC umumnya terdiri atas bahan baku produk dan 
biaya-biaya lain yang dibutuhkan. 
 
2) Harga Jual Eceran (HJE) adalah Harga penyerahan pedagang 




b. Tarif cukai dan Batasan Harga Jual Eceran 
 
Diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 
152/PMK.010/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri 




TABEL 3.5 :  
Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau 
Gram Hasil Tembakau buatan Dalam Negeri 
 
 
No Golongan pengusaha Batatsan jual eceran Per batang Tarif cukai per 
Urut pabrik hasil tembakau atau gram batang atau gram 
      
 Jenis Golongan    
      
  I Paling rendah Rp 1.700,00 RP 740,00 
1 SKM 
    
II Lebih dari Rp 1.275,00 RP 470,00 
      
   Paling rendah Rp 1.020,00 Rp 455,00 
   sampai dengan Rp 1.275,00   









  I Paling rendah Rp 1.790,00 Rp 790,00 
 
SPM 
    
2 II Lebih dari Rp 1.485,00 Rp 485.00 
      
   Paling rendah Rp 1.015,00 Rp 470,00 
   sampai dengan Rp 1.485,00   
      
  I Lebih dari Rp 1.460,00 Rp 425,00 
3 SKT 
 
Paling rendah Rp 1.015,00 RP 330,00  
 atau     
 SPT  sampai dengan Rp 1.485,00   
      
  II Paling rendah Rp 535,00 RP 200,00 
      
  III Paling rendah Rp 450,00 RP 110,00 
      
4 SKTF Tanpa Paling rendah Rp 1.700,00 Rp 740,00 
 atau Golongan    
 SPTF     
      
   Lebih dari Rp 275,00 Rp 30,00 
5 TIS Tanpa 
   
Lebih dari Rp 180,00 sampai Rp 25,00 
  Golongan dengan Rp 275,00   
      
   Paling rendah Rp 55,00 sampai Rp 10,00 
   dengan Rp 180,00   
      
6 KLB Tanpa Paling rendah Rp 290,00 RP 30,00 
  Golongan    
      
7 KLM Tanpa Paling rendah Rp 200,00 Rp 25,00 
  Golongan    









   Lebih dari Rp 198.000,00 Rp 110.000,00 
8 CRT Tanpa 
   
Lebih dari Rp 55.000,00 sampai Rp 22.000,00 
  Golongan dengan Rp 198.000,00   
   Lebih dari Rp 22.000,00 sampai Rp 11.000,00 
   dengan Rp 55.000,00   
   
Lebih dari Rp 5.500,00 sampai Rp 1.320,00    
   dengan Rp 22.000,00   
      
   Paling rendah Rp 495,00 sampai Rp 275,00 
   dengan Rp 5.500,00   
      
 





TABEL 3.6 :  





No Jenis hasil tembakau Batasan HJE terendah Tarif cukai per batang atau 
Urut  per batang atau gram  gram 
1 SKM Rp 1.700,00 Rp 740,00 
      
2 SPM Rp 1.790,00 Rp 740,00 
      
3 SKT atau SPT Rp 1.461,00 Rp 425,00 
      
4 SKTF atau SPTF Rp 1.700,00 Rp 740,00 
      
5 TIS RP 276,00 RP 30,00 
      
6 KLB RP 290,00 Rp 30,00 








7 KLM RP 200,00 Rp 25,00 
      
8 CRT Rp 198.001,00 Rp 110.000,00 
      





TABEL 3.7 :  
Harga Jual Eceran Dan Tarif Cukai Hasil Pengolahan  
Tembakau Lainnya (HPTL) 
 GOLONGAN   
 PENGUSAHA PABRIK 
Harga Jual Eceran per gram atau militer 
 
 HASIL TEMBAKAU  
   
 
Jenis Golongan 
 Tarif cukai 
   
     
 
HTPL 
Tanpa Harga Jual Eceran yang diajukan oleh 57% 
 
golongan Pengusaha pabrik/Importir 
 
   
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/pmk.010.2017 
 
6. Penetapan Harga Jual Eceran (HJE) 
 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-
12/BC/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Bea dan 
Cukai tentang tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, Harga Jual 
Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan cukai. 
 
7. Pengertian Pita Cukai 
 
Pita cukai yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau berbentuk 
kretek maupun sigaret dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) 
pada kadar etil alkohol yang telah ditentukan. Produk yang oleh 








tersebut, memiliki unsur pengaman yang cukup handal dalam rangka 
meminimalkan pemalsuan. Salah satunya adalah pemberian hologram 
pada cetakan pita cukai. Pita cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk 
 
produk yang terkena pajak (Peruri.2016. Pita cukai 
(https://ww.peruri.co.id/valuable-documents/51/pita-cukai). 
 
8. Pengertian Rokok Ilegal 
 
Rokok illegal yaitu rokok polos atau tidak dilekati pita cukai, 
dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas pakai, atau dilekati pita 
cukai yang salah atau tidak sesuai peruntukannya, baik jenis hasil 
tembakau, tarif cukai maupun nama pabrikan, yang semuanya itu telah 
melanggar Undang-undang nomor 11 tahun 1995 yang sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. 
 
 
B. Tinjauan Praktek Mekanisme Pungutan Negara Dari Sektor Cukai Hasil 
Tembakau serta Pengendalian Pencegahan Terhadap Peredaran Rokok 
Ilegal diKPPBC TMP C Tegal 
 
1. Dasar Hukum 
 
Dasar hukum pemungutan cukai hasil tembakau antara lain : 
 
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang 








Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. 
 
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang 
tarif cukai hasil tembakau. 
 
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang 
perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau. 
 
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang 
pelunasan cukai. 
 
e. Peraturan Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) Nomor PER-
12/BC/2018 tentang Tata Cara Penetapan Cukai Hasil Tembakau. 
 
f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2019 
tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desaign Pita Cukai Hasil 
Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol 
Tahun 2020. 
 
g. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-
45/BC/2016 tentang penyediaan pemesanan pita cukai. 
 
2. Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran 
 
Dalam penetapan Harga Jual Eceran (HJE) Kepala Kantor diberi 
wewenang untuk melakukan penetapan harga jual eceran merek baru 
hasil tembakau atau penetapan harga jual eceran hasil tembakau 








importir, baik untuk tujuan pemasaran dalam negeri maupun untuk 
tujuan ekspor. Penetapan kenaikan harga jual eceran berdasarkan 
harga transaksi pasar yang terjadi. 
 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 
Nomor PER-12/BC/2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai 
Hasil Tembakau sebagai berikut : 
 
a. Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan 
merek baru atau mengubah desain atau tampilan kemasan 
penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan tarif 
cukainya, pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir wajib 
mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau 
untuk merek baru kepada kepala kantor. 
 
b. Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atau 
mengubah desain kemasan penjualan eceran atas merek yang 
sudah ada penetapan tarif cukainya dilakukan juga terhadap hasil 
tembakau : 
 
1) yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium 
 
2) yang digunakan untuk konsumsi penduduk dikawasan bebas 
dengan fasilitas pembebasan cukai 
 








4) berupa tembakau iris yang digunakan sebagai bahan baku 
dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan hasil 
tembakau dengan fasilitas tidak dipungut cukai. 
 
c. Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atau 
mengubah desain kemasan penjualan eceran atas merek yang 
sudah ada penetapan tarif cukainya dilakukan berdasarkan 
permohonan pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
d. Permohonan sebagaimana dimaksud dibuat dalam rangkap (3) 
yang masing-masing dilampiri dengan : 
 
1) Contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau. 
 
2) Daftar merek-merek hasil tembakau yang dimiliki dan masih 
berlaku. 
 
3) Surat pernyataan di atas meterai yang cukup bahwa 
merek/desain kemasan yang menyatakan bahwa : 
 
(a) merek yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak 
memiliki kemasan tulisan atau pelafalan dengan merek 
hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu 
dimiliki oleh pengusaha pabrik atau importir lainnya dan 
tercatat administrasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai. 
 
(b) Desain kemesan yang dimohonkan penetapan tarif 








dimiliki atau dipergunakan oleh pengusaha pabrik hasil 
tembakau atau importir lainnya, dan 
 
(c) telah memiliki syarat sesuai peraturan perundang-
undangan. 
 
(d) dibidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman 
peringatan kesehatan dan informasi kesehatan. 
 
(e) Perubahan    peringatan    kesehatan    dan    informasi 
 
kesehatan karena ketentuan peratuaran per undang- 
 
undangan, tidak termasuk dalam perubahan desain 
kemasan.     
(f)  Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4)  terhadap permohonan penetapan tarif 
cukai  hasil  tembakau  untuk  pemeriksaan  laboratorium 
atau  bahan baku  dalam pembuatan  barang  hasil  akhir 
yang merupakan hasil tembakau   dengan fasilitas 
 
tidak dipungut cukai dan jenis hasil pengolahan 
tembakau lainnya. 
 
(g) Terhadap permohonan penetapan tarif cukai produk 
HPTL untuk merek baru, pengusaha pabrik atau importir 
harus melampirkan surat surat pernyatan di atas materai 








produk HPTL yang diproduksi atau diimpor tidak 
mengandung zat narkotika dan psikotropika. 
 
 
3. Saat Pengenaan dan Pelunasan Cukai Hasil 
Tembakau a. Saat Pengenaan 
 
Pada dasarnya pelunasan cukai pada barang kena cukai (BKC) 
adalah pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hal-hal 
Negara yang melekat pada barang kena cukai yang dalam hal ini 
berupa hasil tembakau (rokok) dan Hasil tembakau lainnya (liquid 
vapor, tembakau molasses, tembakau hirup dan tembakau kunyah), 
sehingga hasil tembakau tersebut bisa dikeluarkan dari pabrik atau 
tempat penyimpanan. Sesuai Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 
pasal 7 tentang cukai Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 
Tahun 1995 tentang cukai adalah: 
 
1) Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi 
pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat 
penyimpanan 
 
2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat 
barang kena cukai diimpor untuk dipakai. 
 
b. Pelunasan Cukai Hasil Tembakau 
 
Pelunasan cukai dalam Undang-undang ini dilaksanakan 








dimaksud disediakan oleh Menteri. Untuk hasil tembakau pelunasan 
cukainya juga dengan cara pelekatan pita cukai. Dalam hal pelunasan 
cukai dengan cara pelekatan pita cukai, cukai dianggap dilunasi 
apabila pelekatan pita cukai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang yang ditetapkan. Cukai dianggap tidak dilunasi 
apabila pelekatan pita cukai dilaksanakan tidak sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan antara lain: 
 
1) pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan 
harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan. 
 
2) pita cukai yang dilekatkan tidak utuh, rusak dan/atau bekas pakai. 
 




Pita cukai adalah dokumen sekuriti negara, selain sebagai 
bukti untuk pelunasan, pita cukai juga berfungsi sebagai alat 
pengawasan. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan dan desain 
tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai 
(pengusaha pabrik yang telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha 
Barang Kena Cukai/NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang 
terutang. Pita cukai dapat diperoleh wajib cukai di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Hasil 
Tembakau dianggap telah dilunasi pita cukainya setelah hasil 








yang berlaku. Untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, 
pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau 
dikeluarkan dari pabrik. 
 
Ketentuan tentang cara pelekatan pita cukai diatas diatur 
dalam Peraturan Menteri Keungan Nomor 68/pmk.04/2018 tentang 
pelunasan cukai yaitu: 
 
1) sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau 
yang ada didalam kemasannya. 
 
2) merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena 
cukai yang bersangkutan sesuai dengan peruntukannya. 
 
3) utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai. 
 
4) tidak lebih dari satu keeping. 
 
5) dilekatkan  pada  kemasan  yang  tertutup  dan  menutup  tempat 
 
pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil 
tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang. 
 
6) menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saat kemasannya dibuka. 
 




Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai 
Nomor PER 16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi 
Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang 








tembakau disediakan berbentuk lembaran dalam beberapa seri, yaitu 
pita cukai seri I, pita cukai seri II, pita cukai seri III, pita cukai seri 
 
III tanpa perekat dan pita cukai seri III dengan perekat. Pita cukai 
sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari: 
 
a) Seri I berjumlah 120 keping per lembar dengan ukuran setiap 
keeping 1,2 cm X 11,7 cm 
 
b) Seri II berjumlah 56 keping per lembar dengan ukuran setiap 
keeping 1,7 cm X 17,7 cm 
 
c) Seri III tanpa perekat   berjumlah   150   keping   per   lembar 
dengan ukuran setiap keeping 2,3 cm X 4,8 cm dan Seri III 
dengan pelekat berjumlah 60 keping per lembar dengan ukuran 
 
setiap keeping 1,9 cm X 7,4 cm. 
 
Pada setiap keeping pita cukai hasil tembakau terdapat 
holobgram dengan ukuran lebar sebagai berikut : 
 
a) 0,7 cm untuk pita cukai seri I 
 
b) 0,5 cm untuk pita cukai seri II 
 
c) 0,5 cm untuk pita cukai seri III tanpa perekat dan 0,6 cm untuk 
 
pita cukai seri III dengan perekat. 
 
Holobgram sebagaimana dimaksud diatas paling kurang 
memuat teks BC dan teks RI. Sedangkan untuk spesifikasi desain 
paling kurang memiliki antara lain : 
 








b) Lambang Direktorat Bea dan Cukai 
 
c) Tarif cukai 
 
d) Angka tahun anggaran 
 
e) Harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemadsan 
 
f) Teks ”REPUBLIK’’ atau ’’INDONESIA’ 
 
g) Teks ’’CUKAI HASIL TEMBAKAU”, dan 
 
h) Jenis hasil tembakau. 
 
Pita cukai hasil tembakau yang diproduksi di Indonesia dan 
yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean memiliki warna 
sebagai berikut: 
 
a) Warna biru, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, 
SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik 
Golongan I 
 
b) Warna ungu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, 
SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik 
Golongan I 
 
c) Warna jimgga, digunakan untuk hasil   tembakau   dari   jenis 
 
SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan 
III 
 
d) Warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKTF, 








e) Warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor 
untuk dipakai di dalam daerah pabean. 
 
4. Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau 
 
Pemesanan pita cukai hasil tembakau di KPPBC TMP C Tegal 
sebagai pengusaha pabrik, harus menjalani prosedur dan tahapan-tahapan 
yang telah ditetapkan dan diatur sesuai dengan undang-undang serta 
peraturan-peraturan yang berlaku. 
 
Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor 
PER 45/BC/2016 Tentang Penyediaan Pemesanan Pita Cukai adalah 
sebagai berikut : 
 
a. Pengusaha Pabrik/importir mengajukan Permohonan Penyedian Pita 
Cukai ke KPPBC setempat. 
 
b. Berdasarksan permohonan tersebut Direktorat Bea dan Cukai 
melakukan proses penyediaan pita cukai dengan membuat order ke 
peruri. 
 
c. Dalam hal pita cukai tersedia, Pengusaha pabrik mengajukan 
permohonan pemesanan pita cukai menggunakan dokumen 
pemesanan pita cukai (CK-1) ke KPPBC. 
 
d. Petugas bea cuaki meneliti berkas CK-1. 
 
e. Setelah dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) diteliti, penggusaha 
pabrik/ importir melakukan pembayaran cukai dan PPN hasil 








f. Bukti pembayaran dan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) 
diserahkan ke petugas bea cukai. 
 
g. selanjutnya petugas bea cukai menyerahkan pita cukai ke pengusaha 
pabrik/importir. 
 
5. Perhitungan Cukai Hasil Tembakau 
 
Untuk data yang penulis angkat dalam penulisan laporan ini telah 




PT hanjaya Sampoena Tegal adalah pabrik hasil tembakau jenis Sigaret 
Kretek Tangan (SKT) dengan jumlah produksi tahun lalu sebanyak 
300.000.000 (tiga ratus juta) batang. Pabrik tersebut mempunyai 
produksi rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) merek “Filter Black” isi 12 




a) Perusahaan tersebut termasuk pengusaha pabrik golongan berapa? 
 
b) Berapa harga jual eceran (HJE) untuk rokok merek tersebut per 
bungkus? 
 





a) Pengusaha pabrik tersebut termasuk dalam pengusaha pabrik hasil 








Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil 
tembakau. 
 
b) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 
tentang tarif cukai hasil tembakau, maka HJE minimum per batang 
untuk rokok tersebut adalah Rp.450,00. Jadi untuk harga per 
bungkusnya adalah RP450,00 X 12 = Rp.5.400,00 per bungkus. 
 
Sesuai ketentuan Harga Jual Eceran (HJE) yaitu Peraturan Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2018 bahwa untuk 
perkemasan harus dibulatkan keatas dalam kelipatan Rp. 25,00. 
 
Sehingga HJE untuk rokok tersebut adalah RP. 5.425,00 per bungkus 
rokok. 
 
c) Sesuai Peraturan Menteri Keuaangan Nomor 152/PMK.010/2019 
tentang tarif cukai hasil tembakau, untuk rokok tersebut dikenakan 
tarif Rp.110,00 per batang. Maka cukai yang harus dibayar adalah 
Rp.110,00 X 12 = Rp.1.320,00 per bungkus rokok. 
 
 
6. Pengendalian Pencegahan Rokok Ilegal di KPPBC TMP C Tegal 
Pengendalian dan/atau penegak hukum yang dilakukan oleh 
 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan disertai kerjasama 
yang baik dengan dinas intansi terkait lainnya dapat mencegah peredaran 
rokok illegal. Selain itu kesadaran masyarakat mengenai 








peredaran rokok yang illegal dan meningkatkan penerimaan negara 
disektor cukai. Adapun cara pencegahan lainnya yang dilakukan Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tegal terhadap peredaran 
rokok illegal yang mungkin terjadi di wilayah Tegal. Berdasarkan hasil 
tanya jawab cara pencegahan yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 
 
a) Preventif melalui sosialisasi 
 
Petugas bea cukai tegal melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat, intansi dan kadang mengundang pihak-pihak terkait 
untuk langsung datang ke kantor. Sosialisasi dilakukan guna 
memberi pemahanan tentang hasil tembakau illegal. 
 
b) Reprensif melalui pengawasan langsung 
 
Petugas bea dan cukai melakukan pengawasan dengan cara 
operasi ke pasar-pasar dan tempat-tempat yang telah ditentukan. 
 
c) Progresif melalui penindakan 
 
Dalam hal penindakan, sebagai bukti pada tahun 2019 Selasa 
3/12 bea cukai tegal melakukan penindakan atas berbagai hasil 
tembakau illegal. Hasil tembakau illegal yang dimaksud berupa 
rokok dan liquid vape, penindakan terhadap barang tersebut yaitu 
pemusnahan dengan cara pembakaran. Rokok illegal yang 
dimusnahkan sebanyak 4.180.325 batang merek dan liquid vape 








sebesar Rp.2.816.694.780 dengan potensi kerugian Negara mencapai 
Rp.1.874.767.952. Hal ini guna memberikan efek jera kepada para 
produsen dan penjual sehingga dapat menurunkan peredaran hasil 
tembakau ilegal khususnya di Kota Tegal. 
 
Adapun data yang didapat dari intansi tentang perkembangan 
penerimaan cukai hasil tembakau terhadap total penerimaan cukai di 
wilayah KPPBC Tegal mengalami kenaikan ditahun 2018 dan 2019. 
Berikut data yang didapat: 
 
    TABEL 3.8 :   
   Realisasi Penerimaan Cukai Desember 2018  
BM BK HT EA MMEA LAINNYA CUKAI TOTAL 
2.086.779.039 - 496.275.319.575 5.703.465.600 - 100.010.000 502.078.795.175 504.165.574.214 
Sumber : KPPBC Tegal      
    TABEL 3.9 :   
   Realisasi Penerimaan Cukai Desember 2019  
BM BK HT EA MMEA LAINNYA CUKAI TOTAL  
 
            
 3.836.957.449  -  501.448.242.575 4.320.660.000 - 23.519.375 505.792.421.950 509.629.379.399  
         
            
            
 




















: Bea Masuk 
 
: Bea Keluar 
 
: Hasil Tembakau 
 
: Etil Alkohol 
 





7. Hambatan dalam pemungutan cukai hasil tembakau diKPPBC TMP C Tegal 
Untuk hambatan dalam pungutan cukai hasil tembakau diKPPBC TMP 
 
C Tegal sampai saat ini tidak ada hambatan ataupun kendala, karena wajib cukai 
tembakau yang terdaftar diKPPBC TMP C Tegal adalah Perusahaan Besar atau 
bisa dikatakan perusahaan Bonafit jadi tidak ada kendala dalam pemungutannya. 
Tetapi hanya saja terkadang sistem eror pada saat membuat billing karena koneksi 
internet yang tidak bagus, namun bukan masalah besar dan bisa langsung diatasi 
dengan mengganti koneksi internet kekoneksi yang lebih kuat jaringannya karena 














Berdasarkan uraian yang telah disusun diatas, maka penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
 
1. Mekanisme Pungutan Negara dari sektor Cukai Hasil Tembakau diKPPBC 
TMP C Tegal yaitu : 
 
a. Sebelum memproduksi hasil tembakau dengan merek baru atau 
mengubah desain atau tampilan kemesan penjualan eceran atas merek 
yang sudah ada penetapan harga jual eceran (HJE) pengusaha pabrik 
hasil tembakau wajib mengajukan permohonan penetapan harga jual 
eceran (HJE) kepada Kepala Kantor Pengawasan Bea dan Cukai 
demgan menggugunakan formulir yang telah ditentukan. Permohonan 
sebagaimana dimaksud dibuat dalam rangkap (3) yang masing-masing 
dilampiri dengan contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil 
tembakau, daftar merek-merek hasil tembakau yang dimiliki dan 
masih berlaku, surat pernyataan di atas meterai yang cukup bahwa 
merek/desain kemasan yang menyatakan bahwa : 
 
1) Merek yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki 
kemasan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau 










atau importir lainnya dan tercatat administrasi Direktorat Jendral 
Bea dan Cukai. 
 
2) Desain kemesan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak 
menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau 
dipergunakan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir 
lainnya. 
 
3) Telah memiliki syarat sesuai peraturan perundang-undangan 
dibidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman 
peringatan kesehatan dan informasi kesehatan. 
 
4) Perubahan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan karena 
ketentuan peratuaran perundang-undangan, tidak termasuk dalam 
perubahan desain kemasan. 
 
5) Dikecualikan dari  ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  ayat 
 
(4) terhadap permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau 
untuk pemeriksaan laboratorium atau bahan baku dalam 
pembuatan barang hasil akhir yang merupakan hasil tembakau 
dengan fasilitas tidak dipungut cukai dan jenis hasil pengolahan 
tembakau lainnya (HPTL). 
 
6) Terhadap permohonan penetapan tarif cukai produk HPTL untuk 
merek baru, pengusaha pabrik atau importir harus melampirkan 








yang menyatakan bahwa produk HPTL yang diproduksi atau 
diimpor tidak mengandung zat narkotika dan psikotropika. 
 
b. Pelunasan cukai hasil tembakau dilakukan dengan cara pembayaran 
dan Pelekatan pita cukai. Untuk pembayaran dilakukan sebelum 
barang kena cukai (BKC) dikeluarkan dari pabrik atau tempat 
penyimpanan. Untuk pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran cukai tersebut 
dilakukan di BANK Presepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 
 
c. Pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan di Kantor Pengawasan 
Bea dan Cukai. Untuk memperoleh pita cukai tersebut tentunya 
harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dan untuk 
pembayaran pita cukainya juga dilakukan di Bank Persepsi yang 
ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 
 
d. Perhitungan besarnya jumlah cukai yang harus dilunasi adalah 
dengan rumus Tarif Cukai Spesifik dikalikan jumlah batang rokok 
(tarif cukai spesifik x jumlah batang rokok). 
 
2. Pengendalian Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal diKPPBC TMP C Tegal 
yaitu : 
 
a. Dalam hal pengendalian pencegahan terhadap peredaran rokok illegal 
yang dilakukan kantor bea cukai tegal dengan cara preventiv melalui 














a. Sebagai warga Negara yang baik, sudah sepatutnya setiap subjek cukai 
melaksanakan kewajiban cukainya serta memahami segala prosuder yang 
ada sesuai ketentuan yang berlaku. 
 
b. Sangat perlu penanganan yang intensif dan mampu bekerja keras guna 
mengembangkan pengelolaan sumber cukai yang telah ada menjadi 
penerimaan Negara yang mampu diandalkan dengan meminimalisir 
kecurangan-kecurangan yang terjadi. 
 
c. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tegal, agar tetap 
mempertahankan segala kegiatan yang sudah dilakukan sesuai peraturan 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 












Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata 
kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;  
b. bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-
barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan 
undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan 
kesejahteraan bangsa;  
c. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan 
keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan  
perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 1995 tentang Cukai;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk UndangUndang tentang 
Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;  
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (4) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); 
 
Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI. Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3613) diubah sebagai berikut:  






Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:  
1. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu 
yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang 
ini.  
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang 
merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang 
kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk 
penjualan eceran.  
3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 
4. Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.  
5. Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan 
merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena 
cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk 
disalurkan, dijual, atau diekspor.  
6. Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat 
penyimpanan.  
7. Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena 
cukai kepada konsumen akhir.  
8. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat 
penjualan eceran.  
9. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang 
sudah dilunasi cukainya yang sematamata ditujukan bukan kepada konsumen 
akhir.  
10. Dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan 
undang-undang ini dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.  
11. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  
12. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan 
fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.  
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.  
15. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 
ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan 
undang-undang ini.  
16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat 
lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang  
sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.  
17.Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang 
memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan 
tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.  
18. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, 
perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona 
ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undangundang 
di bidang kepabeanan.  
19. Audit cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, 
catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain 





berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.  
20. Surat tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan 
tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, 
dan/atau bunga.  
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 
 
(1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: 
a. konsumsinya perlu dikendalikan;  
b. peredarannya perlu diawasi;  
c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau 
lingkungan hidup; atau  
d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 
keseimbangan,  
dikenai cukai berdasarkan undangundang ini.  
(2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang 
kena cukai.  
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B 
sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 3A  
(1) Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau 
dalam bentuk data elektronik.  
(2) Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap 
cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan 
peraturan menteri. 
Pasal 3B  
Terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur 
dalam undangundang ini.  
4. Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4 ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 
4 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-
undang ini.  
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, 
yakni ayat (5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 
 
(1) Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling 
tinggi:  
a. untuk yang dibuat di Indonesia:  
1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga 
dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau  
2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang 
digunakan adalah harga jual eceran. 
b. untuk yang diimpor:  
1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga 





2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang 
digunakan adalah harga jual eceran.  
(2) Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi: 
a. untuk yang dibuat di Indonesia:  
1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga 
dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau  
2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang 
digunakan adalah harga jual eceran. 
b. untuk yang diimpor:  
1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga 
dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau  
2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang 
digunakan adalah harga jual eceran.  
(3) Tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari 
persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang 
kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.  
(4) Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan 
Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan 
memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia (DPR RI) untuk 
mendapat persetujuan.  
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.  
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 
 
(1) Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai 
yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran.  
(2) Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai 
yang diimpor adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau harga jual eceran.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga dasar diatur dengan peraturan 
menteri. 
7. Judul BAB III diubah sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut: 
 
 
8. Ketentuan Bagian Pertama diubah sehingga Bagian Pertama berbunyi sebagai 
berikut: 
Bagian Pertama  
Pelunasan  
9. Ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) diubah, di antara ayat (3) 
dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), serta ayat (6) dan 
ayat (7) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 
 
(1) Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat 





(2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai 
diimpor untuk dipakai.  
(3) Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan dengan: a. pembayaran; b. pelekatan pita cukai; atau c. pembubuhan  
tanda pelunasan cukai lainnya.  
(3a) Pencetakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan 
pengadaan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan atau 
lembaga yang ditunjuk oleh Menteri dengan syarat-syarat yang ditetapkan.  
(3b) Syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) paling 
sedikit memenuhi asas keamanan, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan 
memberi kesempatan yang sama.  
(4) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda 
pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 
disediakan oleh Menteri.  
(5) Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai 
dengan peraturan perundangundangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak 
dilunasi.  
(6) Dihapus. 
(7) Dihapus.  
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan cukai diatur dengan atau 
berdasarkan peraturan menteri.  
10. Di antara Bagian Pertama dan Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, 




(1) Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a 
pembayarannya dapat diberikan secara berkala kepada pengusaha pabrik dalam 
jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran 
barang kena cukai tanpa dikenai bunga.  
(2) Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik dalam 
jangka waktu:  
a. paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi 
yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b;  
b. paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena 
cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembubuhan tanda 
pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf 
c.  
(3) Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada importir barang kena cukai 
dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemesanan 
pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai 





(4) Untuk pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pengusaha pabrik wajib menyerahkan jaminan.  
(5) Untuk mendapat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai wajib menyerahkan jaminan.  
(6) Jenis dan besaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.  
(7) Pengusaha pabrik yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak membayar cukai sampai dengan 
jangka waktu pembayaran secara berkala berakhir, wajib membayar cukai yang 
terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh 
persen) dari nilai cukai yang terutang.  
(8) Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang mendapat penundaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang tidak membayar cukai 
sampai dengan jatuh tempo penundaan, wajib membayar cukai yang terutang dan 
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai 
cukai yang terutang.  
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran secara berkala sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 







UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG 
CUKAI 
 
I. UMUM  
1. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disadari 
masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk memberdayakan peranan cukai 
sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga UndangUndang Nomor 11 
Tahun 1995 tentang Cukai perlu diubah sejalan dengan perkembangan sosial 
ekonomi dan kebijakan pemerintah.  
2. Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu 
yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan 
penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan.  
3. Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan 
dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai dengan 
tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat.  
4. Untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai, selain 
upaya penegasan batasan obyek cukai, juga perlu penyempurnaan sistem 
administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (law 
enforcement) serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata pemerintahan 
yang baik (good governance). Oleh karena itu, materi perubahan undangundang ini 
antara lain juga meliputi:  
a. perluasan cara pelunasan cukai yang lebih akomodatif untuk menyesuaikan 
dengan praktek bisnis tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara;  
b. penyempurnaan sistem penagihan utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi 
administrasi berupa denda dengan menambah skema pembayaran secara 
angsuran tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara;  
c. menghapus ketentuan yang mengatur lembaga banding untuk menyesuaikan 
dengan ketentuan yang mengatur mengenai badan peradilan pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak;  
d. penyelenggaraan pembukuan yang diselaraskan dengan perkembangan zaman 
dan ketentuan audit cukai;  
e. penegasan penggunaan dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai dalam 
bentuk data elektronik dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pihak yang 
mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau 
pengawasan di bidang cukai secara tidak sah;  
f. pengaturan tentang pembinaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
dengan kode etik dan penyelesaian pelanggarannya (punishment) melalui komisi 
kode etik serta pemberian insentif kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
berdasarkan kinerja;  
g. pengaturan pemberian penghargaan (reward) bagi yang berjasa; dan  






II. PASAL DEMI 





Pasal 2 Ayat 








Yang dimaksud dengan “pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara dalam 
rangka keadilan dan keseimbangan” adalah pungutan cukai dapat dikenakan terhadap 
barang yang dikategorikan sebagai barang mewah dan/atau bernilai tinggi, namun 
bukan merupakan kebutuhan pokok, sehingga tetap terjaga keseimbangan 
pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan 
konsumen yang berpenghasilan rendah.  
Ayat (2) 




Pasal 3B  
Pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai. Angka 4  
Pasal 4 
Ayat (1) 
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "etil alkohol atau etanol" adalah barang cair, jernih, dan tidak 
berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH, yang diperoleh 
baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.  
Huruf b 
 
Yang dimaksud dengan "minuman yang mengandung etil alkohol" adalah 
semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol 
yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara 
lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.  
Yang dimaksud dengan "konsentrat yang mengandung etil alkohol" adalah 
bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau 






Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau 
rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa 
mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 
pembuatannya. 
 
Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan. 
Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, 
atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. 
 
Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan 
cengkih, kelembak, atau kemenyan. 
 
Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau 
yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin. 
 
Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin 
adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari 
pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan 
eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian 
menggunakan mesin. 
 
Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain 
daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses 
pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam 
kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa 
menggunakan mesin. 
 
Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur 
dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan 
jumlahnya. 
 
Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-
lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa 
dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau 
bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 
 
Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun 
nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, 
tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 
pembuatannya. 
 
Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun 
tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau 
bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Yang dimaksud dengan hasil 
pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun 
tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan 
perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan 
pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Ayat (2) 
 
Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai disampaikan oleh 
pemerintah kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keuangan untuk 
mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang 










Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga jual 
pabrik atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas 
pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau 
karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat 
peredaran dan pemakaiannya maka cara membatasinya adalah melalui instrumen 
tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi. 
Huruf b 
Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari nilai 
pabean ditambah bea masuk atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual 
eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena 
sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, ingin dibatasi secara 
ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya, maka cara membatasinya adalah melalui 
instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling 
tinggi. 
Ayat (2)  
Huruf a 
 
Penetapan tarif paling tinggi 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga 
jual pabrik atau 80% (delapan puluh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas 
pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau 
karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib 
sosial ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya, maka cara 
membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud 
dapat dikenai tarif cukai paling tinggi. Selain itu tarif paling tinggi juga dapat 
dikenakan dalam rangka keadilan dan keseimbangan misalnya barangbarang yang 
dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Huruf b 
 
Penetapan tarif paling tinggi 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari nilai 
pabean ditambah bea masuk atau 80% (delapan puluh persen) dari harga jual eceran 
didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat 
atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan 
tertib sosial, ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya, maka 
cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai 
dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi. Selain itu tarif paling tinggi juga 
dapat dikenakan dalam rangka keadilan dan keseimbangan misalnya barang-barang 
yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Ayat (3) 
 
Perubahan tarif cukai yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa perubahan dari 
persentase harga dasar (advalorum) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap 
satuan barang kena cukai (spesifik) atau sebaliknya. Demikian pula dapat berupa 





tujuan  antara lain  untuk  kepentingan  penerimaan  negara, untuk  pembatasan 
konsumsi barang kena cukai, dan untuk memudahkan pemungutan atau pengawasan 
barang kena cukai. 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan ”DPR RI” adalah komisi yang membidangi keuangan. 
Yang dimaksud dengan “alternatif kebijakan” adalah kebijakan besaran tarif cukai 
hasil tembakau yang dibuat di Indonesia. Persetujuan DPR RI pada ayat ini antara lain  
sebagai upaya perlindungan dan keberpihakan terhadap industri hasil tembakau yang  







Yang dimaksud dengan "harga jual pabrik" adalah harga penyerahan pabrik kepada 
penyalur atau konsumen yang di dalamnya belum termasuk cukai. Yang dimaksud 
dengan "harga jual eceran" adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar 
penghitungan besarnya cukai.  
Ayat (2) 
 
Yang dimaksud dengan "nilai pabean dan bea masuk" adalah nilai pabean dan bea 









Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “diimpor untuk dipakai” adalah dimasukkan ke dalam daerah 
pabean dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, atau dikuasai oleh orang yang 
berdomisili di Indonesia. 
Ayat (3) 
 
Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan 
persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang 
kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan 
dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai. 
 
Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari 





Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang 
dipersyaratkan.  
Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan 
sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. 
Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat 
barang kena cukai diimpor untuk dipakai. 
Huruf b 
 
Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan 
pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus 
dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. 
 
Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan 
sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Pelekatan pita cukai tersebut 
dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, 
atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri. Huruf c 
 
Pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan 
dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan 
dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: barcode dan 
hologram. 
 
Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembubuhan tanda pelunasan 
cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. 
Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya 
harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai. 
Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya tersebut dapat dilakukan di tempat  
penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan 




Cukup jelas.  
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “disediakan” adalah disediakan dalam bentuk fisik barang 
dan/atau spesifikasi desain. 
Ayat (5) 
 
Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda 
pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, antara lain: 
 
a. pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar 
barang kena cukai yang ditetapkan;  
b. pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; atau 
 
c. pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan 
pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan 












Pasal 7A  
Ayat (1) 
 
Yang dimaksud dengan “sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai” adalah 
tanggal pendaftaran dokumen pengeluaran. Ayat (2) 
 
Yang dimaksud dengan “penundaan”  adalah kemudahan pembayaran yang 
diberikan kepada pengusaha pabrik dalam bentuk penangguhan pembayaran 
cukai tanpa dikenai bunga. 
Huruf a 
 
Yang dimaksud dengan “sejak tanggal pemesanan pita cukai” adalah tanggal 




Yang dimaksud dengan “penundaan”  adalah kemudahan pembayaran yang 
diberikan  kepada  importir  barang  kena  cukai  dalam  bentuk  penangguhan 
pembayaran cukai tanpa dikenai bunga. 
Ayat (4) 
Jaminan dapat berupa jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi. 
Ayat (5) 
 
Jaminan dapat berupa jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau 
jaminan perusahaan (corporate guarantee) 
 
Jenis dan besaran jaminan ditetapkan dengan pertimbangan tingkat kepatuhan 
dari pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai selama mendapat 
penundaan. Misalnya, pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang 
tidak pernah melakukan pelanggaran atas penundaannya dapat menyerahkan 



















PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
 




TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 





Menimbang a.   bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau 
 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
 1 79/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau 
 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/ PMK.010/2016 
 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Menteri 
 Keuangan  Nomor  1 79/ PMK.011/2012   tentang Tarif 
 Cukai Hasil Tembakau; .  
 bahwa untuk pengendalian konsumsi barang kena cukai 
 berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan negara, 
 memberikan kepastian arah kebijakan tarif cukai, dan 
 memudahkan  pemungutan  serta  pengawasan  barang 
 kena cukai secara berkesinambungan perlu mengganti 
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 79/ PMK.011/2012 
 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah 
 beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 
 Keuangan Nomor 147/ PMK.010/2016 tentang Perubahan 
 Ketiga   atas   Peraturan   Menteri   Keuangan Nomor 
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c. bahwa pada tanggal 4 Oktober 201 7, Pemerintah bersama-
sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
telah menyepakati target penerimaan 
 
cukai tahun 2018; 
 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 
tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri 




Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
 Cukai  
 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
















Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
 
1 . Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 
 
2 . Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik. 
 
 
3. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau 
rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, 
untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau 
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4. Sigaret Kretek Mesin yang  selajutnya  disingkat  SKM 
  adalah  sigaret  yang  dalam  pe1nbuatannya  dican1pur 
  dengan  cengkih,  atau  bagiannya,  baik  asli  1naupun 
  tiruan  ta�pa  me1nperhatikan  ju1nlahnya  yang dalan1 · 
  pe1nbuatannya 1nulai dari pelintingan, peniasangan filter, 
  penge1nasannya dala1n  ke1nasan untuk penjualan 
  eceran, sa1npai dengan pelekata. pita cuki, seluruhnya, 
  atau sebagian 1nenggunakan mesin.    
5. Sigaret  Putih  Mesin  yang  selanjutnya  disingkat  SPM 
  adalah   sigaret   yang   dalam   pe1nbuatannya   tanpa 
  dicampuri  dengan  cengkih,  kele1nbak,  atau  ke1nenyan 
  yang dala1n pembuatannya 1nulai dari · pelintingan, 
  pemasangan  filter,  pengen1asannya  dala1n  kemasan 
  untuk penjualan eceran, sa1npai dengan pelekatan pita 
  cukai, seluruhnya, atau sebagian 1nenggunakan mesin. 
6. 
· 
Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT 
  adalah  sigaret  yang  dalam  pembuatannya  dican1pur. 
  dengan cengkih, atau bagiannya, baik ·   asli  maupun 
  tiruan  tanpa  1nen1perhatikan  ju1nlal.nya  yang  dala1n 
  proses  pembuatannya 1nulai 
· 
dari pelintingan, 
  pengen1asan  dalam ken1asan  untuk  penjualan  eceran, 
  sa+npai dengan pelekatan pita cukai, tanpa 1nenggunakan 
  n.esin.           
7. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selajutnya disingkat 
  SKTF   adalah   sigaret   yang   dalam   pembuatannya 
  dica1npur  dengan  cengkih,  atau  bagiannya,  baik  asli 
  1naupun tiruan tanpa men1perhatikan jumlahnya yang 
  dala1n proses pe1nbuatannya n1ulai dari dari pelintingan, 
  pen1asangan filter,  penge1nasan dala1n kemasan untuk 
  penjualan eceran, sa1npai dengan pelekatn pita cukai, . 
  tanpa 1nenggunakan mesin.      
8. Sigaret  Putih  Tangan  yang  selanjutnya  disingkat  SPT 
  adalah sigaref yang dalam pen1buatannya tanpa 
  dica�npuri  dengan  cengkih,  kele1nbak,  atau  ke1nenyan 
  ya�g dalan1 proses pe1nbuatannya mulai dri pelintingan, 
  pengen1asan dalam ken1asan untuk ·   penjualan eceran, 
  san1pai dengan pelekatan pita cukai, tanpa n1.enggunakan 
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9. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SPTF adalh sigaret 
ya.g dala1n pe1nbuatannya tanpa dica1npuri dengan cengkih, kelembak, 
atau ke1nenyan yang dalam proses pen1buatannya mulai dari pelintingan, 
pemasangan filter, pengen1asan dala1n kemasan untuk penjualn eceran, 




10. Sigaret Kelen1bak Kemenyan yang selanjutnya disebut KLM adalah sigaret 
yang dala1n pen1buatannya dican1pur dengan kele1nbak dan/atau 
kemenyan asli maupun tiruan tanpa 1ne1nperhatika: jumlal.nya. 
 
11. Cerutu yang selanjutnya disebut CT adalah hasil ten1bakau ·yang dibuat 
dari len1baran-lembarn daun ten1bakau diiris atau tidak, dengan cara 
digulung demikian rupa -dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa 
n1engindahkan bahan pengganti atau bahan pe1nbantu yang digunakan 
dala1n pe1nbuatannya. 
 
12. Rokok Daun atau klobot yang selanjutnya disebut KLB adalal. hasil 
ten1bakau yang dibuat dengan daun nipal., daun jagung (klobot), atau 
sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa n1engindal1kan 
bahan pengganti atau bhan pe1nbantu yang digunakan dala1n 
pe1nbuatannya. · 
 
13. Te1nbakau Iris atau yang selanjutnya disebut TIS adalal. hasil ten1bakau 
yang dibuat dari daun ten1bakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa 
1nengindal.kan b�han pengganti atau bal1a11 pe1nbantu yang digunakan 
dala1n pembuatannya. 
 
14. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selm1jutnya disiiigkat HPTL 
adalal. hasil tembakau yang dibuat dari daun ten1bakau selain ym1g 
disebut dala1n angka 4 sa1npai dengan 13 yang dibuat secara lain sesuai 
dengan perkembangan teknologi dan selera konsun1en, tanpa 
 
 
1nengindahkan bahan . pengganti atau bahan pembantu yang digunakan 
dala1n pen1buatannya. 
 
15. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan cukai yang selanjutnya disebut Km1tor 
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Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai. 
 
16 . Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang 
selanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau badan 
hukum yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil 
tembakau ke dalam daerah pabean. 
 
1 7. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai 
dasar penghitungan besarnya cukai. 
 
18. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram adalah 
rentang harga jual eceran per batang atau gram atas masing-
masing jenis hasil tembakau produksi golongan Pengusaha 
Pabrik hasil tembakau atau Importir yang ditetapkan Menteri. 
 
 
19 . Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi 
 
penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir. 
 
20. Batasan Jumlah Produksi adalah batas jumlah produksi yang 
ditetapkan oleh Menteri yang dihitung berdasarkan dokumen 
pemesanan pita cukai dan/ a tau dokumen pemberitahuan 
pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang 
kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan 
bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, dalam satu tahuh 
takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan. 
 
21 . Merek Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Merek 
adalah tulisan, angka, atau gabungan keduanya dengan cara 
pen ulisan dan pelafalan tertentu pad a kemasan hasil 
tembakau yang diberitahukan sebagai indentitas hasil 
tembakau oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau 
Importir dalam rangka penetapan tarif cukai. 
 
22 . Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
 
2 3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 
 
 
Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawa1 Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk 
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah 
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 
tentang Cukai. 
 
BAB II  
 





(1) Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam 
golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan 
jumlah produksi hasil tembakau, sesuai dengan Batasan 
Jumlah Produksi Pabrik ·tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 
 
(2) Penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 
jumlah produksi hasil tembakau untuk setiap jenis hasil 
tembakau sesuai dokumen pemesanan pita cukai baik dalam 
1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi 
pengawasan Kantor. 
 
(3) Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau memproduksi 
hasil tembakau untuk konsumsi penduduk di kawasan 
bebas, penghitungan jumlah produksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dijumlahkan dengan jumlah produksi 
berdasarkan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus 
pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk 
kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan 







(1) Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau memproduksi 
SKM dan SPM, penggolongan Pengusaha Pabrik hasil 
tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atas 
kedua jenis hasil tembakau tersebut dihitung berdasarkan 
penjumlahan produksi SKM dan SPM. 
 
(2) Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau memiliki 
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tembakau lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri yang mengatur mengenai penetapan golongan dan 
tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil 
tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan, 
penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dihitung 
berdasarkan penjumlahan produksi SKM dan SPM semua 
Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan 
keterkaitan tersebut. 
 
(3) Ketentuan   penggolongan   Pengusaha   Pabrik   hasil 
 
tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat 
 





( 1) Dalam hal jumlah produksi hasil tembakau sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dalam 1 (satu) tahun takwim 
melebihi Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi 
golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang 
bersangkutan, Pengusaha Pabrik hasil tembakau disesuaikan 
penggolongannya oleh Kepala Kantor. 
  
(2) Atas penyesuaian penggolongan Pengusaha Pabrik hasil 
tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala 
Kantor menerbitkan keputusan penyesuaian golongan 
 





( 1) Dalam hal jumlah produksi hasil tembakau sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dalam satu tahun takwim kurang 
dari Batasan . Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi 
golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Pengusaha 
Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan permohonan 
penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau 
kepada Kepala Kantor. 
 
(2) Penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya diberikan untuk 
satu tingkat lebih rendah dari golongan Pengusaha Pabrik 
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(3) Permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil 
tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
paling lambat bulan Januari tahun takwim berikutnya 




(4) Atas permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik 
hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala 
Kantor menetapkan keputusan menerima atau menolak 
permohonan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling 
lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan 
diterima secara lengkap. 
 
(5) Dalam hal permohonan penurunan golongan Pengusaha 
Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat 
 
(1) dikabulkan, Kepala Kantor menerbitkan keputusan 
penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau. 
 
(6) Dalam hal permohonan penurunan golongan Pengusaha 
Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat 
 
(1) ditolak, Kepala Kantor menerbitkan sur at penolakan 





TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN  
 
 
Pasal 6  
 
(1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan 
jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram 
hasil tembakau. 
 
(2) Besaran tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) didasarkan pada: 
 
a. jenis hasil tembakau; 
 
b. golongan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) ; dan 
 
c. Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram, yang 
ditetapkan oleh Menteri. 
 
(3) Khusus untuk jenis HPTL, tarif cukai hasil tembakau 
ditetapkan sebesar 57°o (lima puluh tujuh persen) dari Harga 
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hasil tembakau atau Importir tercantum dalam Lampiran 
 





(1) Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram dan tarif 
cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis hasil 
tembakau dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik 
hasil tembakau tercantum dalam Lampiran III yang 




(2 ) Pengklasifikasian dalam penetapan tarif cukai per batang 
atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap 
jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah 
produksi, dan: 
  
a. Harga Jual Eceran yang tercantum dalam penetapan 
tarif cukai yang masih berlaku; 
 
b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha 
Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau Merek 
baru; atau 
 





Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
 





Harga Jual Eceran Merek baru dari Pengusaha Pabrik hasil 
tembakau atau Importir tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual 
Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil tembakau yang 
dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang 
sama, baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau 
beberapa lokasi pengawasan Kantor, dalam satuan batang atau 
















Tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) untuk masing-masing Pengusaha 
Pabrik hasil tembakau atau Importir ditetapkan oleh Kepala Kantor 






(1) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, dinyatakan tidak berlaku, apabila selama 
lebih dari 6 (enam) bulan berturut- turut Pengusaha Pabrik 
hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan tidak 
pernah merealisasikan : 
 
a. pemesanan pita cukainya dengan menggunakan 
dokumen pemesanan pita cukai; 
 
b. ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan 
dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena 
cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil 
tembakau untuk tujuan ekspor; atau 
 
c. pengiriman hasil tembakaunya ke kawasan bebas 
dengan menggunakan dokumen pemberitahuan 
pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas 
barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi 
penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas 
pembebasan cukai. 
 
(2) Untuk dapat menggunakan kembali penetapan tarif cukai 
hasil tembakau yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) , Pengusaha Pabrik hasil tembakau 
atau Importir harus mengajukan kembali permohonan 
mengenai penetapan tarif cukai sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 
 
(3) Permohonan mengenai penetapan tarif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) , selain ha�us sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan, juga harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
 
a. tarif cukai hasil tembakau tidak boleh lebih rendah dari 









b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurang- 
kurangnya sama dengan harga jual eceran yang pernah 
berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual 
Eceran minimum yang dimiliki dan masih berlaku untuk 
jenis hasil tembakau yang sama; dan 
 
c. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-
turut sejak pemesanan pita cukai terakhir, realisasi 
ekspor terakhir, atau pengiriman hasil 
 
tembakau ke kawasan bebas terakhir. 
 
(4) Dikecualikan dari keten tuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c, dalam hal suatu Merek hasil tembakau terkait 
dengan tindak pidana di bidang cukai, penetapan kembali 
hanya dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun sejak keputusan 







(1) Kepala Kantor dapat mencabut keputusan penetapan tarif 
cukai hasil tembakau berdasarkan: 
 
a. permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil 
tembakau oleh Pengusaha Pabrik atau Importir; 
 
b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap; atau 
 
c. hasil penelitian lebih lanjut Kepala Kantor, dalam hal: 
 
 
1 . desain kemasan yang bersangkutan menyerupai 
desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil 
tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak 
mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih 
dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil 
tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada 
administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 
 
2 .   Merek  memiliki  tulisan  atau  pelafalan  yang sama 
dengan Merek yang telah terlebih dahulu dimiliki 









atau Importir lainnya dan tercatat pada 
adminsitrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 
atau 
 
3 . hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan 
hasil tembakau yang bersangkutan tidak sesuai 
dengan ketentuan yang mengatur mengenai 
perdagangan barang kena cukai. 
 
(2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
, Kepala Kantor menetapkan keputusan pencabutan 





Tarif cukai dan Batasan Harga Jual Eceran terendah per batang 
atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor adalah 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
Pasal 14  
 
Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak dapat 
menurunkan Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek 





Harga Jual Eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil 
tembakau untuk tjuan ekspor ditetapkan sama dengan Harga Jual 
Eceran per batang atau gram untuk jenis hasil tembakau dari jenis 
dan Merek hasil tembakau yang sama, yang ditujukan untuk 




(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemantauan Harga 
Transaksi Pasar di wilayah kerja masing- masing pada 
periode pemantauan tertentu. 
 
(2) Pemantauan Harga Transaksi Pasar se bagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan Harga 









Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai hasil tembakau. 
 
 
(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada direktur pada Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 
teknis dan fasilitas cukai. 
 
(4) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas 
cukai melakukan penelitian atas hasil pemantauan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
 
(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan setelah dihitung per batang atau 
gram untuk suatu Merek ditemukan: 
 
a. Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan Harga 
Jual Eceran per batang atau gram di atasnya; atau 
 
b. Harga Transaksi Pasar kurang dari 85°o (delapan puluh 
lima persen) dari Harga Jual Eceran yang 
 
tercantum dalam pita cukai hasil tembakau, 
 
dan temuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 
b terjadi pada sebagian besar wilayah pemantauan dengan 
memperhitungkan data Merek hasil pemantauan dan jumlah 
Kantor yang melaporkan, direktur pada Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di 
bidang teknis dan fasilitas cukai memberitahukan hasil 
penelitian tersebut kepada Pengusaha Pabrik hasil tembakau 
atau Importir melalui Kepala Kantor. 
 
 
(6) Pengusaha Pabrik. hasil tembakau a tau Importir dapat 
mengajukan sanggahan atas hasil penelitian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal pener1maan surat pemberitahuan dari Kepala 
Kantor. 
 
(7) Dalam hal atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf a, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau 
Importir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 









atau tidak mengajukan permohonan penyesua1an tarif cukai 
hasil tembakau, Kepala Kantor melakukan penetapan 
penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. 
 
(8) Dalam hal pada periode pemantauan selanjutnya setelah 
disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) masih ditemukan Harga Transaksi Pasar kurang 
dari 85/o ( delapan puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Kantor 
melakukan penyesuaian profil Pengusaha Pabrik hasil 














(1) Struktur tarif cukai merupakan jumlah strata tarif cukai hasil 
tembakau untuk jenis SKM, SKT, dan SPM berdasarkan jenis 
hasil tembakau, golongan Pengusaha Pabrik, dan Batasan 
Harga Jual Eceran. 
 
(2) Struktur tarif cukai hasil tembakau untuk jenis SKM, SKT, dan 
SPM, dilakukan penyederhanaan secara bertahap dengan 
tujuan: 
 
a. optimalisasi penerimaan cukai hasil tembakau; 
 
b. meningkatkan kepatuhan Pengusaha Pabrik hasil 
tembakau a tau Importir; dan/ atau 
 





(1) Penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara 
bertahap mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 . 
 
(2) Penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : 
 
a. 10 (sepuluh) strata tarif mulai tahun 2018; 
 








c. 6 (enam) strata tarif mulai tahun 2020; 
 
d. 5 (lima) strata tarif mulai tahun 2021, 
 
dengan rincian tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 











HPTL meliputi : 
 
a. ekstrak dan esens tembakau; 
 
b. tembakau molasses; 
 
c. tembakau hirup (snfftobacco); atau 
 





Ekstrak dan esens tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 huruf a yang diimpor bersamaan dengan peralatan 
 
untuk mengkonsumsinya, diperlakukan sebagai komoditijbarang 











Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kepala Kantor 
menetapkan kembali tarif cukai dan diberlakukan mulai tanggal 1 
Januari 2018, dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah 
dari tarif cukai yang masih berlaku; dan/ atau 
 
b. Harga Jual Eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan 
Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 












Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai, ekspor, dan 
pengeluaran barang kena cukai dengan tujuan kawasan bebas 
berlaku ketentuan sebagai berikut: 
 
a. penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/ 
PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 7/ PMK.010/2016 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 179/ PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil 
Tembakau masih tetap berlaku untuk 
 
dokumen pemesanan pita cukai, dokumen pemberitahuan 
pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang 
kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan 
bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, dan dokumen 
pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum 
dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan 
ekspor sampai dengan 31 Desember 2017. 
 
b. penetapan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang 
dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini; 
dan 
 
c. batas pelekatan pita cukai yang telah dipesan sampa1 
dengan tanggal 31 Desember 2017 masih dapat dilekatkan 





(1) Ketentuan mengenai: 
 
a. Batasan Jumlah Produksi Pabrik tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini; 
 
b. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan 
Tarif Cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan 
dalam negeri tercantum dalam Lampiran III yang 










c. Tarif cukai dan Batasan Harga Jual Eceran terendah per 
batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau 
yang diimpor tercantum dalam Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini; dan 
 
d. Struktur tarif cukai hasil tembakau tercantum dalam 
 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini, 
 
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. 
 
(2) Ketentuan mengenai tarif cukai dan Harga Jual Eceran untuk 
jenis HPTL tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai 









Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai 






Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 179/ PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil 
Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
1121) sebagaimana telah diubah dengan 
 
Peraturan Menteri Keuangan:    
1 . Nomor  205/ PMK.011/2014  (Berita Negara Republik 
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 1700) ,   
2 . Nomor  198/ PMK.010/2015 (Berita Negara Republik 
     
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 1674) , dan  
3 . Nomor  147/ PMK.Ol 0/2016  (Berita Negara Republik 
 Indonesia Tahun 2016 Nomor 1478) ,   





Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
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